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ABSTRACT

The crime of kidnapping is the unlawful deprivation of a person's liberty with the
intent (0 place them under the control of the perpetrator or another person, or to
place them in a state of distress. The research questions are: how the legal
regulations govern the crime of child kidnapping in Indonesia, how the perpetrators
of child kidnapping are held accountable based on Simalungun District Court
Decision Number 272/Pid.Sus/2024/PN Sim, and what legal considerations were
applied by the judge in Simalungun District Court Decision Number
272/Pid.Sus/2024/PN Sim. This research s descriptive in nature, and the approach
used is normative juridical research, and the data obtained are analyzed
qualitatively. Based on the research results, it is known that the criminal law
regulations for child abduction in Indonesia are contained in the Criminal Code
(KUHP) and the Child Protection Law (UU Perlindungan Anak). Article 330 of the
Criminal Code regulates the withdrawal of minors from the authority of their
parents, while Article 83 of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection more
specifically regulates child abduction with the threat of a maximum prison sentence
of 15 years and a fine. The responsibility of the perpetrator of the crime of child
abduction based on the Decision of the Simalungun District Court Number 272 /
Pid.Sus / 2024/ PN Sim s that the perpetrator is punished with imprisonment for
4 (four) years and a fine of Rp. 60,000,000.00 (sixty million rupiah) with the
provision that if the fine is not paid, it is replaced with imprisonment for 3 (three)
months. The judge's legal considerations in the Simalungun District Court Decision
Number 272/Pid.Sus/2024/PN Sim were that all clements of Article 83 of Law of
the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments 1o Law
Number 23 of 2002 concerning Child Protection had been fulfilled, thus the
defeygumt=ug declared legally and convincingly proven to have commitied the
o { in the first alternative charge. During the trial, the Panel of
grounds that could eliminate criminal liability, cither as
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?, (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.
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Fungsi skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Program Studi Ilmu Hukum. 

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik itu dalam bentuk material maupun moril. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada :

Bapak Dr. H. Firmansyah, M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.

Bapak Dr. Anwar Sadat, S.Ag.,M.Hum selaku Wakil Rektor I Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan.

Bapak Dr. Dedy Juliandry Panjaitan, M.Si selaku Wakil Rektor II Universitas Muslin Nusantara Al washliyah Medan.

Bapak Dr. Samsul Bahri, M.Si selaku Wakil Rektor III Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan.
Ibu Dr. Halimatul Maryani, S.H.,M.H  selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan 

Ibu Tri Reni Novita, S.H.,M.H sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan.
Bapak Dr. Muhammad Hizbullah, SH.I., MA sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan

Bapak Dr. Syahrul Bakti Harahap, SH.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan sekaligus selaku Dosen Pembimbing  yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk memberikan bimbingan, arahan dan wejangan selama proses penulisan skripsi ini.

Ibu Erlinawati, S.Pd Selaku KTU Fakultas Hukum dan Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.

Orang tua tercinta yang dengan sabar dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis serta yang sangat banyak memberikan doa dan dukungannya kepada saya.

Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
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ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU 

TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK 

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sim)
Zebriadi Sibarani
NPM : 235114218
Tindak pidana penculikan adalah perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dengan maksud untuk menempatkannya di bawah kekuasaan pelaku atau orang lain, atau untuk menempatkannya dalam keadaan sengsara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penculikan anak di Indonesia, bagaimana pertanggungjawaban  pelaku tindak pidana penculikan anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/Pid.Sus/2024/ PN Sim, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sim. Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa  pengaturan hukum pidana penculikan anak di Indonesia terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Pasal 330 KUHP mengatur tentang menarik anak di bawah umur dari kekuasaan orang tuanya, sementara Pasal 83 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak lebih spesifik mengatur penculikan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penculikan anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/Pid.Sus/2024/ PN Sim adalah pelaku dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Pertimbangan  hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sim adalah semua unsur  Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Penculikan Anak 
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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang 

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik ataupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu, kelompok, atau organisasi) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan orang lain atau kelompok,baik langsung maupun tidak langsung.

Hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan terutama anak yang masih tergolong anak. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, anak perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.

Anak sebagai insan yang belum dapat berdiri sendiri, perlu diadakan usaha kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial, usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua, sehingga rasa harga diri anak akan berkembang apabila mereka tahu bahwa lingkungan menghargai dan suka berbagi pengalaman dengan mereka.

Hak asasi anak yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD RI 1945 adalah bagian dari hak asasi manusia. Hak tersebut memberikan kewajiban dan meletakkan beban di pundak  pemerintah (negara) Republik Indonesia supaya memberikan perlindungan kepada setiap anak bangsa Indonesia sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
Kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap setiap anak warga negara Indonesia antara lain telah dilakukan pemerintah (negara) Republik Indonesia seperti diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak dimaksudkan sebagai sarana untuk memberikan kesejahteraan kepada anak yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani jasmani maupun sosial.

Tindak pidana terhadap anak pada saat ini telah mencapai ambang batas yang cukup mengkhawatirkan, dimana kejahatan yang dilakukan terhadap anak-anak ini telah mengakibatkan banyaknya anak-anak mengalami kegoncangan jiwa dan mereka juga mengalami kemunduran mental. Kejahatan terhadap anak di bawah umur ini telah berkembang menjadi salah satu patologi sosial yang berdampak negatif pada bangsa dan negara.

Tindak pidana terhadap anak merupakan tindak pidana (kejahatan) yang tidak ada henti-hentinya selalu terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sepanjang masyarakat itu terus mengadakan interaksi sosial satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.
“Tindak pidana yang sering terjadi pada anak biasa dilakukan dengan cara ancaman, kekerasan, penculikan, paksaan, penipuan, bahkan penyalahgunaan wewenang”.
 Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa atau pun lanjut usia. Tindak kejahatan itu dilakukan secara sengaja ataupun kelalaian. Masalah kejahatan merupakan masalah kehidupan yang erat kaitannya dengan perkembangan zaman, karena kejahatan merupakan pokok pemikiran manusia yang diwujudkan dalam perilaku menyimpang..

“Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai gejala sosial yang namanya kejahatan tidaklah dapat dihapus, dimusnahkan serta dihilangkan dari muka bumi. Ia tetap akan abadi selama manusia mendiami dunia ini dan kejahatan hanya dapat dibatasi ataupun diperkecil frekuensinya”.
 Salah satu bentuk dari kejahatan yang sangat meresahkan salah satunya adalah kejahatan penculikan anak. Tindak pidana penculikan anak merupakan masalah sosial di Indonesia yang cukup serius, bahkan termasuk salah satu dari masalah sosial yang harus diberantas.  Polisi Republik Indonesia sebagai kekuatan inti Kamtibmas telah berbuat banyak untuk memberantas kejahatan penculikan anak. Tindak pidana ini  merupakan perbuatan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat keuntungan dari perbuatan tersebut. Kejahatan penculikan anak ini sering dilakukan oleh beberapa faktor seperti karena faktor ekonomi dan ketiadaan keturunan yang menyebabkan keluarga tersebut menculik anak.

Semua jenis tindak pelanggaran hukum, selalu membuat resah masyarakat tidak terkecuali, penculikan terhadap anak. Setidaknya ada empat tujuan mengapa pelaku melakukan penculikan yaitu :

Penculikan yang bertujuan untuk praktik adopsi illegal; 

Latar belakang untuk tebusan; 

Eksploitasi ekonomi; 

Penculikan anak yang nanti dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) anak. Tidak hanya itu untuk tujuan yang pertama yaitu praktik adopsi ilegal, penculikan anak dalam kasus ini, dilakukan oleh sindikat jaringan perdagangan manusia. terorganisir, sasarannya anak berusia di bawah satu tahun, untuk kasus praktik adopsi ilegal ini, biasanya penculikan anak terjadi di klinik, rumah sakit bersalin, serta pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

Penculikan yang dilakukan pada anak dimana pelakunya datang dengan berbagai modus untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain. Mengetahui dan membahas secara lebih jelas mengenai tindak pidana penculikan anak, maka penulis akan membahasnya dalam penulisan skripsi yang berjudul, “Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sim)

Rumusan Masalah


Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah  :

Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penculikan anak di Indonesia ?.

Bagaimana pertanggungjawaban  pelaku tindak pidana penculikan anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/Pid.Sus/2024/ PN Sim ?.

Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sim. ?

Tujuan Penelitian


Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana penculikan anak di Indonesia.

Untuk mengetahui pertanggungjawaban  pelaku tindak pidana penculikan anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/ Pid.Sus/2024/ PN Sim.

Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sim.

Manfaat Penelitian


Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

Secara teori penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang tindak pidana penculikan anak.

Secara Praktis :

Untuk memberikan sumbangan pemikiran  kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai tindak pidana penculikan anak.

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah tindak pidana penculikan anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tindak Pidana Penculikan

Pengertian Tindak Pidana 

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah Strafbaar Feit. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. 

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Tindak pidana (het strafbaar feit) telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

Perbuatan yang dilarang hukum;

Perbuatan yang dapat dihukum;

Perbuatan pidana;

Peristiwa pidana;

Tindak pidana; dan

Delik (berasal dari bahasa Latin delictum).

Berdasarkan paparan di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi, para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan strafbaar feit (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Simons dalam Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi merumuskan delik adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum”.

R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa “menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan-perbuatan pidana itu adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum”.
 Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil.

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

Melawan hukum;

Merugikan masyarakat;

Dilarang oleh aturan pidana; dan

Pelakunya diancam dengan pidana.

Frans Maramis menyebutkan bahwa “dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharunys dipidana”.
 

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah sebagai berikut: Suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

Harus ada suatu peruatan manusia.

Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.

Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.

Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.

Terhadap perbuatan  itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang.

R. Soesilo menyebutkan bahwa tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau  diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan. 

Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. 

Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya.Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka. 

Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu : 

Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. 

Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.
 
Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.  Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (minsdrijven) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran overtredigen yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :

Kejahatan adalah rechtsdelict, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. 
Pelanggaran adalah wetsdelict, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.
 

Dua macam cara menentukan perbedaan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu :

Meneliti dari sifat pembentuk undang-undang. 
Meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP di satu pihak dan tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku III KUHP di pihak lain.
 

R. Soesilo menyebutkan bahwa dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu :

Unsur yang bersifat objektif yang meliputi :

Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.

Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.

Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.

Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.

Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. 

Suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila   perbuatan tersebut memenuhi unsur :

Melawan hukum.
Merugikan masyarakat.
Dilarang oleh aturan pidana.
Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.

Perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat  menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan  masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUH.Pidana) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang  berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa sanksi pidana pada kejahatan umumnya yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran
Tindak Pidana Penculikan 

Tindak pidana penculikan dalam Buku kedua KUHP termasuk dalam bab yang mengatur tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Kejahatan penculikan dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang karena dengan sengaja menarik, membawa pergi atau menyembunyikan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara melawan hukum yang dapat merugikan beberapa pihak seperti korban maupun orang tua korban bahkan masyarakat luas yang merasa tidak aman dan nyaman dengan tindakan si pelaku.

Tindak pidana penculikan atau kidnapping, merujuk pada pengambilan dan pengangkutan seseorang secara melawan hukum menggunakan paksaan atau penipuan, serta penangkapan dan penahanan tanpa izin. Di Indonesia, tindak pidana ini diatur dalam KUHP lama pada Pasal 328 dan merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan orang. 

Unsur-unsur tindak pidana penculikan atau kidnapping dalam Pasal 328 KUHP adalah :

Pengambilan dan Pengangkutan.
Pelaku mengambil dan memindahkan korban secara paksa atau melalui penipuan. 

 Penangkapan dan Penahanan
Pelaku menahan atau menangkap seseorang tanpa hak dan di luar kehendaknya. 

Melawan Hukum.
Perbuatan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. 

Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang: Penculikan termasuk dalam kategori kejahatan yang mengancam kebebasan seseorang. Dasar hukumnya adalah Pasal 328 KUHP: Pasal ini mengatur tentang delik penculikan.  Penculikan adalah delik formal, yang berarti tindak pidana ini dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan penculikan itu sendiri, tidak harus menunggu adanya akibat tertentu.  Tindakan penculikan dapat melibatkan pengambilan dan pengangkutan seseorang secara melawan hukum, atau penangkapan dan penahanan seseorang secara melawan hukum.

Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atau criminal liabilities adalah kewajiban seseorang atau kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain yang memberikan dampak negatif bagi kepentingan orang lain yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku. 

Tanggung jawab merupakan salah satu bentuk dari kewajiban manusia dan konsep untuk bertanggung jawab telah diatur dalam banyak literatur terutama yang pada umumnya bersumber dari ajaran ketuhanan,sehingga sering tanggung jawab disamakan sebagai penebusan dosa atau kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan.

Secara umum pertanggungjawaban pidana terbagi tiga macam yaitu sebagai berikut :

Individual Liability. 

Pertanggungjawaban dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana dijatuhkan sesuai dengan delik kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut sebagai bentuk konskuensi dari perbuatan yang telah diperbuatnya. Pertanggungjawaban pidana secara jelas belum atau tidak diatur dalam KUHP namun ada beberapa ketentuan yang mengatur subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya yaitu : 

Pasal 2 KUHP yang memberlakukan keseluruhan isi aturan untuk semua individu. 

Pasal 3 KUHP yang mengatur mengenai asas perluasan teritorial dari perundang- undangan Indonesia untuk seluruh individu yang berbuat pidana dalam lingkup yuridiksi Indonesia. 

Pasal 4 dan Pasal 5 KUHP yang mengatur beberapa delik khusus untuk individu yang melakukan kejahatan diluar Indonesia 

Pasal 55 ayat (1) KUHP juga diatur keterlibatan individu dalam suatu kejahatan agar dapat dimintai pertanggungjawaban.  “Setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perseorangan bila seseorang tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana”.

Konsep pertanggungjawaban pidana perseorangan merupakan liability of crime yang telah diberlalakukan sebagai hukumyang paling lama sudah berlaku dan menjadi bentuk pertanggungjawaban yang paling dasar dari semua jenis bentuk pertanggungjawaban, Pertanggungjawaban individu tidak mengenal pemindahan tanggung jawab terhadap individu lain, karena penjatuhan hukuman menurut prinsip keadilan harus dijalani oleh yang bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban pidana secara ketat (strict liability) 

Strict liability adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau mens rea dimana pelaku dapat dipidana apabila diatelah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang- undang, tanpa melihat sikap batinnya. Pertanggungjawaban pidana secara ketat (strict liability) diterapkan berdasarkan beberapa faktor- faktor diantaranya yaitu :

Tidak berlaku untuk semua jenis kejahatan, penerapannya terbatas dan hanya  untukkejahatan tertentu seperti kejahatan korporasi atau kejahatan yang sifatnyamasif. 

Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang akibatnya diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum(unlawful) 

Perbuatan tersebut dilakukan tanpa pencegahan secaraoptimal. 

Strict liability mengkhususkan penerapannya dalam kejahatan-kejahatan dalam bidang sosial ekonomi, lalu lintas, pangan, atau lingkungan hidup yang dampak dari tindak pidana tersebut dapat membahayakan kesehatan atau perlindungan moral. Kejahatan-kejahatan yang memberlakukan strict liability pada umumnya adalah regulatory offences atau welfare offences. Regulatory offences adalah kejahatan ringan (misdemeanor) atau pelanggaran yang dilakukan dengan skala dampak yang diakibatkan ringan namun bersifat masif

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggung jawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana.

Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan dengan sebutan mens rea (sikap batin pembuat yang oleh tindakan yang melanggar sesuatu larangan dan keharusan yang telah ditentukan). Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran  orang itu jahat.

Dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:
Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat. 

Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan.
Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban si pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.
 Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. 
Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, alasan penghapus pidana.
Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pemidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Asasnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan (geen sraf zonder schuld). Peran unsur kesalahan sebagai syarat untuk penjatuhan pidana terlihat dengan adanya asas mens rea yaitu subjektif guilt yang melekat pada si pembuat, subjektif guilt ini merupakan kesengajaan atau kealpaan yang melekat pada si pembuat.
Pengertian kesalahan berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum dapat dijabarkan sebagai berikut :

Mezger mengatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberdasarkan adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana. 

Simons mengartikan kesalahan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana maka kesalahan tersebut berupa keadaan pschisch dari si pembuat. Hubungannya terhadap pembuat itu dalam arti bahwa berdasarkan keadaan psychish perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat. 

Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan pada suatu delik merupakan pengertian psychologis, hubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum. 

Van Hattum berpendapat bahwa pengertian kesalahan yang paling luas memuat semua unsur dalam mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum, meliputi semua hal. 

Pompe mengatakan pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya biasanya sifat melawan hukum itu adalah perbuatannya yakni segi dalam yang berkaitan dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.

Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan tersebut, meliputi:
Kesengajaan.

Defenisi sengaja berdasarkan memorie van toelichting (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut.
 Kata opzettelijk (dengan sengaja) yang tersebar di dalam beberapa Pasal KUHP adalah sama dengan willens en wetens, yaitu menghendaki dan mengetahui.
 Menurut Crimineel Wetboek Nederland Tahun 1809 (Pasal 11) opzet (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. “dengan sengaja” beserta variasinya seperti kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan,
 dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana karena harus dipahami bahwa hal itu dimaksudkan untuk mempermudah penafsiran unsur-unsur berikutnya.

Kelalaian (culva).

Hukum pidana mengenal beberapa jenis kelalaian yakni:
Culva Lata adalah kelalaian yang berat. 

Culva Levissima adalah kelalaian yang ringan jadi culva ini belum cukup untuk menghukum seseorang karena melakukan suatu kejahatan karena culva.

Pompe mengatakan bahwa dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada si pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggunjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:
Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.

Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggung jawabkannya si pembuat atas perbuatannya/syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab secara negatif yakni:

Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Persaksian keadaan pribadi si pembuat berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit. Psikiater yang akan menyelidiki keadaan jiwa si pembuat tersebut pada saat perbuatan dilakukan. 

Adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya, dalam hal ini dapat menentukan adanya hubungan kausal adalah hakim.

Ketidakmampuan bertanggungjawab sebenarnya merupakan alasan penghapus kesalahan atau pemaaf. Menentukan keadaan dimana seseorang tidak mampu bertanggungjawab sehingga ia tidak dipidana dapat dilakukan melalui metode berikut, yakni:
Metode biologis yaitu suatu cara dengan mengurai atau meninjau jiwa seseorang, yang dilakukan oleh seorang psikiater. 

Metode psikologis yaitu dengan cara menunjukkan hubungan keadaan jiwa abnormal dengan perbuatannya, yang dipentingkan dalam metode ini adalah akibat penyakit jiwa dengan perbuatannya sehingga dikatakan tidak mampu bertanggungjawab dan tidak dapat dipidana. 

Metode gabungan dari kedua cara tersebut dengan menunjukkan keadaan jiwa dan kemudian keadaan jiwa itu dimulai dengan perbuatannya untuk dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab.

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP adalah pada Pasal 49 ayat (1) merupakan suatu pembelaan darurat (memaksa) yang memiliki syarat: 
Alasan Pemaaf yakni menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. Alasan pemaaf ini yang terdapat pada Pasal 44 KUHP mengenai tidak mampu bertanggungjawab karena tidak sempurnanya akal, jiwanya atau terganggu karena sakit. 

Tinjauan Umum Tentang Anak

Pengertian Anak.

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu. 

Maulana Hassan Madong  menyatakan "anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki subtansi yang lemah (kurang) dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum".

Meletakkan batas usia seseorang yang layak dalam pengertian hukum nasional telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum, seperti berikut ini:

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. 
Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perlindungan. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan:

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana 

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana 

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana 

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. 

Undang-Undang RI Nomor Nomor 36 Tahun 1999 Tentang HAM

Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 Tentang HAM menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui :
Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini

Penyediaan sarana dan prasarana khusus

Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak

Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum

Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga

Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Beberapa penjabaran mengenai pentingnya suatu perlindungan hukum terhadap anak, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak:

Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial yang merupakan dasar utama perlindungan anak.

Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif
Suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial.
Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, sebagai akibat adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya.
Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu. Seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status peran dan sebagainya.
Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan perlindungan anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial bagi anak yang bersangkutan.
Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan  kehidupan berkeluarga, masyarakat, bernegara dan berbangsa.
Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara.
Merupakan bidang pelayanan sukarela (voluntarisme) yang luas lingkupnya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Beberapa penjabaran mengenai pentingnya suatu perlindungan hukum terhadap anak, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan :

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan perlaksanaan hak dan kawajiban anak secara manusiawi positif.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuh mungkin sesuai dengan hakikat tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional. Maka hal ini berarti bahwa perlindungan anak harus diperjuangkan semaksimal mungkin dalam rangka mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan. Perlindungan anak dalam suatu keluarga, masyarakat, 

bangsa merupakan tolak ukur peradaban keluarga, masyarakat dan bangsa tertentu. Jadi demi pengembangan manusia seutuhnya dan peradaban maka setiap orang wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa bangsa.

Mencegah perlakuan salah terhadap anak dan penelantaraan anak, mengembangkan dan meningkatkan pelindungan anak adalah mengembangkan kesejahteraan anak demi peningkatan kesejahteraan keluarga, masyarakat dan bangsa.

Berpedoman dari konsep perlindungan anak di atas maka dalam penanganan anak sebagai saksi korban dalam proses penyelidikan perkara pidana perkosaan, selayaknyalah mendapat suatu perlindungan khusus, karena selama ini belum adanya perlindungan hukum terhadap saksi korban perkosaan itu sendiri. Untuk itu perlu adanya infrastruktur dan sistem pelaporan yang komprehensif yang baik dan team terpadu yang melibatkan kepolisian, dokter, pekerja sosial, tokoh masyarakat, psikolog dan pihak terkait lain untuk melakukan penanganan perlindungan tersebut.

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan wadah negara kesatuan republik indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.

Konsepsi perlindungan anak meliputi anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan  atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan anak Indonesia yang berkembang menjadi orang dewasa indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional tersebut di atas.
 Dengan demikian, jelas bahwa perlindungan anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi muda dan masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik.

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak dimaksud sebagai proses pendidikan terhadap ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi. Pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum.

Menurut Irma Setyowati Soemitro menyebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu :

Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam :

Bidang hukum publik (pidana)

Bidang hukum keperdataan (perdata)

Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi :

Bidang sosial

Bidang kesehatan

Bidang pendidikan.

Hukum perlindungan anak menurut ketentuan hukum nasional ditentukan bahwa hukum perlindungan anak adalah “peraturan-peraturan hukum formal dan materiil yang bertujuan untuk melakukan kegiatan pembinaan atau pembelaan dan perlindungan hak terhadap perbuatan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang timbul dari/dan untuk kepentingan anak”.

Menurut Bismar Siregar yang dikutip oleh Maulana Hassan Wadong menyebutkan bahwa “untuk mengelompokan hukum perlindungan anak dengan bentuk yaitu aspek hukum perlindungan anak, ruang lingkup advokasi anak dan hukum perlindungan anak lebih dipusatkan pada hak-hak anak yang diatur dalam hukum dan bukan kewajiban, mengingat ketentuan hukum (yuridis) anak belum dibebani dengan kewajiban”.

Menurut Maulana Hassan Wadong memberikan pengertian hukum perlindungan anak dengan pengertian jengdrecht  dan kemudian mengelompokan ke dalam dua bagian yaitu :

Dalam pengertian luas yaitu hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.

Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam :

Ketentuan hukum Perdata

Ketentuan hukum Pidana

Ketentuan hukum acara.

Dari definisi hukum perlindungan anak tersebut dapat dilihat unsur-unsur yang essensial yang meletakkan hak-hak anak dalam proses pembinaan/pembelaan dan perlindungan yang ditentukan oleh hukum. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

Peraturan hukum formal dan material yang bersifat memaksa

Proses perlindungan hak atau hak-hak anak

Adanya perbuatan tindak pidana (straafbaar feit) dan perbuatan melawan hukum

Adanya kepentingan hak anak yang terlindungi.

Sebagaimana diketahui bahwa kepedulian umat manusia atas eksistensi anak dan masa depannya telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.


Perlindungan anak adalah antara lain sebagai    berikut :

Suatu usaha individu/kelompok melindungi anak melaksanakan haknya dan kewajibannya secara manusiawi positif. 

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti mengabaikan pemantapan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan nasional yang dapat mengganggu pembangunan dan kesejahteraan sosial rakyat. 

Perlindungan anak adalah suatu usaha memberdayakan anak dalam barbagai bidang penghidupan dan kehidupan dan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berkaitan dengan hukum publik maupun privat.


Hukum perlindungan anak adalah keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar orang melindungi pelaksanaan hak dan kewajiban anak.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terhadap Anak.

Menurut Barda Nawawi Arief penyebab terjadinya kejahatan antara lain:

Kemiskinan, pengangguran, buta huruf (kebodohan), ketiadaan atau kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi.

Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial.

Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga.

Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain.

Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan.

Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga.

Kesuitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya.

Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas.

Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian.

Dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleran (intoleransi).

Secara umum, faktor-faktor timbulnya kejahatan, termasuk kejahatan terhadap anak menurut Kartini Kartono disebabkan:

Rendahnya penghayatan agama.

Rendahnya Mental Dan Daya Emosional.

Faktor Keluarga

Faktor Lingkungan/Pergaulan

Akibat Pengangguran

Pengaruh media massa khususnya TV dan film asing

Pengaruh alkohol.

Faktor Kesempatan.

Selain faktor tersebut di atas, faktor situasi dan kondisi pada waktu melakukan kejahatan merupakan salah satu faktor yang mendorong dilakukannya tindak pidana  kejahatan. Situasi dan kondisi di sini adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan yang memungkinkan pelaku untuk melakukan tindak pidana  kejahatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin.
 Dalam hal ini penulis akan menggambarkan tentang tindak pidana penculikan anak.  Penelitian deskriptif ini dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisisnya  serta kemudian menginterprestasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti. 

Jenis Penelitian.

Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penculikan anak dalam putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sim
Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah sekunder.  Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan bukan langsung dari responden.

Data sekunder terdiri dari :

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana penculikan anak yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Bahan hukum sekunder yakni bahan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku, majalah, brosur, hasil seminar, koran, karya ilmiah yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, internet, majalah brosur dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kepustakaan (Library Research). Data diperoleh dari beberapa literatur berupa jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana penculikan anak.

Analisis Data.

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penculikan Anak Di Indonesia 


Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada buku II Bab XVIII yaitu Pasal 328 sampai dengan Pasal 337 yaitu tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Menurut Pasal 328 KUH. Pidana disebutkan bahwa barang siapa melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu dibawah kekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlantar, dihukum karena melarikan (menculik) orang, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Berdasarkan penjelasan dari pasal di atas, bahwa pengertian penculikan anak/menculik anak adalah membawa/melarikan anak dari tempat kediamaanya atau tempat tinggal sementaranya, dengan maksud melawan hak akan membawa anak tersebut dibawah kekuasaanya sendiri atau orang lain atau akan menjadikan anak itu terlantar.

Kasus penculikan anak pada dasarnya dianggap tindak pidana yang kejam karena bukan saja merampas hak anak untuk hidup merdeka tetapi juga menyebabkan anak terpaksa harus berpisah dan kehilangan kasih sayang dari orang tua kandungnya serta tercabut dari akar budaya komunitas asalnya.

Banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya penculikan anak (modus operandi), diantaranya:

Uang tebusan 


Pada kejadian ini, penculik meminta sejumlah uang tebusan pada orang tua atau keluarga korban. Jumlahnya pun biasanya cukup fantastis.

Dendam


Penculikan anak pun bisa dilakukan karena pelaku menyimpan dendam pada orang tua korban. Hanya karena pernah ditegur atau diberhentikan dari pekerjaan, maka anak pun dijadikan sasaran penculikan. Bisa disertai dengan pemerasan (meminta uang tebusan) atau bahkan pembunuhan.

Menguasai harta benda


Tidak jarang penculikan anak terjadi karena pelaku ingin menguasai perhiasan atau harta benda si anak, seperti anting-anting, kalung, cincin, atau telepon seluler.

Perdagangan anggota tubuh


Penculikan anak, terutama dengan anak jalanan sebagai sasaran, dilakukan untuk mengambil organ tubuh tertentu yang akan djual dengan harga mahal kepada orang yang sangat membutuhkan organ tersebut. Penculikan ini dilakukan dalam sebuah sindikat yang besar dan rapi karena pengambilan organ tubuh tak dapat dilakukan oleh tangan yang tidak ahli. 

Perdagangan anak (trafficking)

Modus operandi ini pun cukup santer terdengar. Anak-anak di bawah umur diculik untuk diperjualbelikan. 

Melihat pengertian penculikan anak menurut  Pasal 328 KUHP tersebut dapat dijelaskan unsur tindak pidana penculikan adalah :

Unsur-unsur Objektif 

Unsur objektif adalah unsur tindak pidana yang menunjuk kepada keadaan lahir dari perbuatan tersebut, unsur-unsur objektif adalah sebagai berikut:

Barang siapa;

Perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 328 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tidak pidana tersebut

Melarikan atau membawa pergi seseorang anak dari kediamannya; 

Membawa seseorang pergi dari kediamannya sebetulnya bisa saja tidak merupakan perbuatan atau tindakan melanggar hukum selama tindakan tersebut dilakukan dengan unsur yang baik, seperti menyelamatkan seseorang dari bahaya seperti bencana alam, tentu saja hal tersebut tidak termasuk ke dalam tindakan pidana. Tapi jika tindakan tersebut disertai niat untuk merampas kebebasan atau kemerdekaan seseorang. Maka hal itulah yang dimaksud ke dalam delik yang terdapat dalam pasal ini.

Melarikan atau membawa pergi seseorang anak dari tempat tinggal sementara; 

Pada unsur penculik merampas hak kemerdekaan si korban yang sedang berada pada tempat kediaman sementaranya. Hal ini bahkan bukan hanya bisa terjadi dalam tempat kediaman sementara, bahkan pada saat korban berada di luar tempat tinggalnya pun hal ini bisa terjadi

Unsur-unsur Subjektif 

Unsur subjektif adalah unsur tindak pidana yang menunjukan adanya niatan si pelaku tindak pidana untuk berbuat kriminal. Unsur subjektifnya adalah:

Dengan maksud 

Dalam Konteks ini si pelaku melaksanakan tindakan terlarangnya disertai dengan kesengajaan atau si pelaku melakukan tindak pidana penculikan tersebut dengan kesengajaan yang bersumber pada kehendak hatinya untuk melakukan apa yang diperbuatnya tersebut, yaitu penculikan atau perampasan kemerdekaan.

Melawan hak 

Unsur melawan hak adalah kunci bahwa si pelaku penculikan “bersalah”, sebab dengan unsur melawan hak tindakan pelaku dalam delik ini dikatakan sebagai perampasan kemerdekaan dan sekaligus unsur ini menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah penculikan (menschenroof).

Berdasarkan Pasal 328 KUH. Pidana, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya dapat dihukum adalah :

Harus mempunyai maksud 

Orang yang dilarikan itu akan terlantar.

Perbuatan itu dinamakan menculik (menschenroof) dan menyerang pada hak kemerdekaan orang yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar Sementara RI yang menyebutkan bahwa seorangpun tidak boleh ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk itu oleh kekuasaan ayah menurut aturan-aturan Undang-Undang dalam hal-hal dan menurut cara yang diterangkan di dalamnya. Dengan demikian yang diancam dalam Pasal 328 KUH. Pidana ini adalah melarikan atau menculik orang, sedang menahan atau mengambil kemerdekaan orang dengan melawan hak dikenakan Pasal 333 KUH.Pidana.

Pasal 330 KUH. Pidana disebutkan :

Barangsiapa dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaan itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika perbuatan itu dilakukan dengan memakai tipu daya, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan atau kalau orang yang belum dewasa umurnya dibawah dua belas tahun.

Menurut ketentuan Pasal 330 KUH. Pidana, bahwa yang diancam hukuman adalah orang yang dengan sengaja mencabut (melarikan) orang yang belum dewasa dari kekuasaan orang yang berhak. 

Menurut R.Soesilo, bahwa ketentuan Pasal 330 KUH. Pidana ayat (2) menyebutkan bahwa hukumnya diperberat, apabila ternyata bahwa orang (anak) yang dilarikan itu umurnya kurang dari 12 tahun, atau perbuatan itu dilakukan dengan memakai tipu daya, kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam hal ini tidak perlu dibuktikan, bahwa terdakwa mengetahui bahwa umur anak itu kurang dari 12 tahun. Dalam hal ini harus dapat dibuktikan bahwa terdakwalah yang mencabut (melarikan) itu, jadi bukan anaknya sendiri (dengan kemauan sendiri) yang melepaskan (lari) dari orang tua.

Pertanggungjawaban  Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/Pid.Sus/2024/ PN Sim 

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa). Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan  mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.
 Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapaat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Kemampuan  bertanggungjawab itu merupakan unsur diam-diam dari setiap tindak pidana seperti juga dengan unsur melawan hukum. Oleh sebab itu, apabila ada keragu-raguan tentang ada tidaknya kemampuan bertanggungjawab bagi seseorang, hakim wajib menyelidikinya dan bila setelah diselidik tetap ada keragu-raguan, maka hakim harus membebaskan dari tuntutan hukum. 

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. 
Hingga saat ini penganut asas tiada pidana tanpa kesalahan masih sangat banyak dan hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh aliran monoisme tentang delik yang boleh dikatakan sangat berpengaruh terhadap sistem hukum pidana di dunia. Aliran monoisme tidak membedakan antara unsur-unsur  peerbuatan dengan unsur-unsur pertanggungjawaban. Oleh karena itu menurut pengaruh aliran monoisme bahwa  strafbaar feit adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga setiap delik maka perbuatannya dapat dipidana.

Pertanggungjawaban pidana pembuat terhadap terhadap perbuatan harus dianggap sebagai syarat untuk terdapatnya kesalahan. Walaupun hal dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatannya itu dapat dikatakan ada, karena menurut ketentuan hal itu memang ada, sehingga hanya apabila terdapat keragu-raguan sajalah pertanggungjawaban semacam itu harus disyaratkan, tetapi sebenarnya hal dapat dipertanggungjawabkan seseorang pada perbuatannya itu merupakan unsur dari setiap tindak pidana. 

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada, maka dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld).

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana. Ciri atau unsur kesalahan  yaitu: 

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat.

Adanya ikatan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa).
Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Pelaku tindak pidana, maka dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yaitu dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah  hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Niniek Suparni menyebutkan bahwa hukuman adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Pidana itu disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Dua sisi inilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai pedang bermata dua.

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan  di atas, maka suatu pidana harus:

Mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak  menyenangkan.

Dikenakan pada seorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana

Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum.

Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.

Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistim hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Penjatuhan pidana atau hukuman adalah merupakan reaksi sosial antara lain:

Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.

Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.

Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.

Menyatakan pencelaan terhadap pelanggar.

Berdasarkan ruang lingkup pemidanaan tersebut dapat diketahui bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur:

Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).

Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/Pid.Sus/2024/ PN Sim, maka sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
Unsur setiap orang.

Setiap orang yang dimaksud adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum. Bahwa dalam perkara ini yang disangka atau didugai sebagai pelaku tindak pidana adalah terdakwa yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan, terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hokum

Unsur telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak;

Unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya tapi cukup salah satu alternatif saja dimana apabila salah satu unsur dalam pasal ini dinyatakan telah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan semua unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dapat diketahui bahwa  benar pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Singgalang Kel. Saribu Dolok, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun Terdakwa melakukan penculikan terhadap anak Saksi Palestina Sianipar bernama Anak Korban yang dilarikan di Kampung Batanghari Kec. Sumbu, Kab. Dairi.

Benar bermula pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Tumbur Sirait pergi menjumpai Saksi Palestina Sianipar untuk menanyakan rumah kontrakan disamping rumah Saksi Palestina Sianipar dan setibanya dirumah Saksi Palestina Sianipar menjelaskan bahwa sewa rumah kontrakan tersebut sejumlah Rp.350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya tetapi dikarenakan Terdakwa bersama Tumbur Sirait tidak sanggup untuk membayar rumah sewa maka kami meminta tolong kepada Saksi Palestina Sianipar untuk tinggal dirumahnya sementara kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 Terdakwa menjaga anak Saksi Palestina Sianipar dirumah sedangkan Saksi Palestina Sianiparsedang bekerja di ladang, lalu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa permisi kepada Saksi Palestina Sianipar untuk membawa anaknya keluar membeli voucher dan jajan yang mana saat itu Saksi Palestina Sianipar sedang menyuci pakaian sehingga Saksi Palestina Sianipar memberikan uang Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan sabun dan molto

Selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggendong anak Saksi Palestina Sianipar menjumpai teman Terdakwa Boru Sinaga dan saat itulah Terdakwa mengajak Boru Sinaga untuk bertemu dengan Tumbur Sirait di ladang sesampainya diperladangan Tumbur Sirait mengatakan “kok dibawa anak-anak keladang, panas matahari” lalu Terdakwa menjawab “kontrakan itu sudah dapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan” sehingga Terdakwa disuruh pulang dan akhirnya Terdakwa bersama Boru Sinaga pergi ke Kampung Batang Hari Kec. Sumbul, Kab. Dairi, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan tidak lama kemudian Saksi Palestina Sianipar bersama anggota Kepolisian datang ketempat tersebut untuk mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Polres Simalungun;

Terdakwa memang sudah berniat untuk menculik anak korban dan saat itu juga terdakwa merawat dan menjaganya hingga memberi makan anak korban. Tujuan terdakwa menculik anak korban agar saksi Palestina Sianipar sibuk mencari keberadaan anaknya dan untuk menjadikannya alat untuk mendapatkan uang dengan cara terdakwa menggendong anak tersebut untuk mendapatkan simpatik dari orang-orang dengan begitu mereka akan memberikan uang.

Terdakwa sudah bekerja sama dengan Boru Sinaga dan Terdakwa juga tidak terlalu dekat dengan Boru Sinaga. Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, maka sudah sepatutnya terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan penculikan anak.

Berdasarkan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, maka sudah sepatutnya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan penculikan anak sehingga terdakwa  dipidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sim.
Kronologis Kasus

Terdakwa  pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 09.15 wib setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Orang tua Anak Korban yang terletak di Kabupaten simalungun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara  berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa terdakwa dan saksi Tumbur Sirait mendatangi rumah saksi orang tua anak korban yang terletak di Jl. Singgalang Kel. Saribu Dolok Kec. Silimakuta Kab. Simalungun dengan maksud untuk menanyakan rumah kontrakan yang ada disamping rumah saksi orang tua anak korban, namun terdakwa Rinja dan saksi Tumbur Sirait tidak sanggup untuk membayar sewanya kemudian saksi Tumbur Sirait meminta tolong kepada saksi orang tua anak korban agar terdakwa dan saksi Tumbur Sirait tinggal di rumah saksi orang tua anak korban sambil menunggu dapat kontrakan sehingga saksi orang tua anak korban menyetujui hal permintaan tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, saksi orang tua anak korban meminta terdakwa untuk menjaga Anak Korban (anak saksi orang tua anak korban yang berusia 1 tahun) dan saksi orang tua anak korban juga berjanji akan memberikan upah kepada terdakwa karena ia akan pergi ke ladang.

Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 09.15 Wib, terdakwa meminta izin kepada saksi orang tua anak korban untuk membeli voucher pulsa dan jajan di warung sambil membawa Anak Korban, yang mana saat itu saksi orang tua anak korban tidak ada menaruh rasa curiga kepada terdakwa sama sekali sehingga saksi orang tua anak korban pun menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa agar sekalian membeli sabun dan molto. Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi orang tua anak korban dengan menggendong dan membawa Anak korban Anak Korban Als Tere ke lapangan yang terletak di Saribudolok tanpa izin atau sepengetahuan saksi Palentina Nadapdap dikarenakan sehari sebelumnya terdakwa dengan Boru Sinaga (DPO) sudah berjanji akan bertemu di lapangan Saribudolok sehingga terdakwa tidak pergi ke warung untuk membeli paket / voucher dan titipan saksi orang tua anak korban. Oleh karena Terdakwa tidak kembali kerumah bersama dengan Anak Anak Korban dan setelah dilakukan pencarian dan diposting di halaman media sosial maka diketahui keberadaan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib, bahwa warga daerah Sumbul Sidikalang telah menemukan terdakwa dan Anak Anak Korban didesa Pegagan Julu IX Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.

Adapun tujuan terdakwa membawa Anak Anak Korban Als Tere adalah menjadikan Anak korban sebagai alat terdakwa mendapatkan uang dengan cara terdakwa akan menggendong Anak korban tersebut untuk mendapatkan simpati dari orang sehingga orang-orang yang melihat terdakwa akan merasa kasihan dan memberikan uang dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan dan Terdakwa tidak mendapat izin membawa Anak pergi selama 3 hari dari orang tuanya saksi Orang tua Anak Korban.

Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan laporan hasil penelitian sosial Anak Anak Korban tindak pidana Penculikan Anak di bawah umur yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kompleks SKPDA Pamatang Raya Sumatera Utara terhadap Anak Anak Korban yang ditandatangani oleh pekerja sosial perlindungan anak Afni Nainggolan, S.Sos dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Osnidar Marpaung, SH bahwa Anak Anak Korban memerlukan sesi konseling oleh psikolog untuk mengetahui keadaan psikis anak, dan memberikan penguatan kepada anak agar anak tetap dapat bersosialisasi dengan Masyarakat sekitar dan mengembalikan kepercayaan diri anak dan kepada pihak keluarga diharapkan untuk tetap mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik tentang perilaku dan perbuatan serta mengajarkan tentang keagamaan karena karakater anak mulai terbentuk sejak dini apabila ditanamkan dan diajarkan dengan baik.
Dakwaan Penuntut Umum



M. Yahya Harahap, mengemukakan surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.
 Rumusan surat dakwaan harus sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan jaksa menuntut terdakwa.

Adapun dakwaan
 Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini adalah sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHPidana.

Tuntutan Penuntut Umum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tuntutan berarti hasil menuntut, sesuatu yang dituntut, hal menuntut. Pengertian mengenai penuntutan diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Tuntutan pidana
 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak sesuai Pasal I angka 1 yaitu Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Fakta-Fakta Hukum.

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan conditio sine qua non bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada.

Hakim yang menyampingkan fakta persidangan, fakta saksi, bukti lain, dan fakta pembelaan, itu berarti hakim telah melakukan kesalahan fatal. "Fakta-fakta itu harus dimuat dalam pertimbangan hakim," secara normatif putusan hakim seharusnya memperhatikan fakta persidangan, baik itu fakta saksi, bukti, maupun fakta pembelaan.

Fakta hukum dapat diperoleh dari alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat 1 KUHPidana yang artinya di luar alat bukti dalam Pasal 184 ayat 1 KUHPidana tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. 

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Singgalang Kel. Saribu Dolok, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun Terdakwa melakukan penculikan terhadap anak Saksi Palestina Sianipar bernama Anak Korban yang dilarikan di Kampung Batanghari Kec. Sumbu, Kab. Dairi;

Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Tumbur Sirait pergi menjumpai Saksi Palestina Sianipar untuk menanyakan rumah kontrakan disamping rumah Saksi Palestina Sianipar dan setibanya dirumah Saksi Palestina Sianipar menjelaskan bahwa sewa rumah kontrakan tersebut sejumlah Rp.350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya tetapi dikarenakan Terdakwa bersama Tumbur Sirait tidak sanggup untuk membayar rumah sewa maka kami meminta tolong kepada Saksi Palestina Sianipar untuk tinggal dirumahnya sementara kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 Terdakwa menjaga anak Saksi Palestina Sianipar dirumah sedangkan Saksi Palestina Sianiparsedang bekerja di ladang, lalu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa permisi kepada Saksi Palestina Sianipar untuk membawa anaknya keluar membeli voucher dan jajan yang mana saat itu Saksi Palestina Sianipar sedang menyuci pakaian sehingga Saksi Palestina Sianipar memberikan uang Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan sabun dan molto;

Terdakwa pergi dengan menggendong anak Saksi Palestina Sianipar menjumpai teman Terdakwa Boru Sinaga dan saat itulah Terdakwa mengajak Boru Sinaga untuk bertemu dengan Tumbur Sirait di ladang sesampainya diperladangan Tumbur Sirait mengatakan “kok dibawa anak-anak keladang, panas matahari” lalu Terdakwa menjawab “kontrakan itu sudah dapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan” sehingga Terdakwa disuruh pulang dan akhirnya Terdakwa bersama Boru Sinaga pergi ke Kampung Batang Hari Kec. Sumbul, Kab. Dairi, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan tidak lama kemudian Saksi Palestina Sianipar bersama anggota Kepolisian datang ketempat tersebut untuk mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Polres Simalungun;

Terdakwa memang sudah berniat untuk menculik Anak Korban dan saat itu juga Terdakwa merawat dan menjaganya hingga memberi makan Anak Korban;

Tujuan Terdakwa menculik Anak Korban agar Saksi Palestina Sianipar sibuk mencari keberadaan anaknya dan untuk menjadikannya alat untuk mendapatkan uang dengan cara Terdakwa menggendong anak tersebut untuk mendapatkan simpatik dari orang-orang dengan begitu mereka akan memberikan uang;

Terdakwa sudah bekerja sama dengan Boru Sinaga dan terdakwa juga tidak terlalu dekat dengan Boru Sinaga;

Amar Putusan.

Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.
 Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri Simalungun memberikan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penculikan anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sim
Hakim merupakan mahkota dan puncak dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki, hak asasi, penguasaan hukum, faktual, visualisasi etika serta moralitas hakim yang hakim yang bersangkutan. Hakim dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

 Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan pada hakim.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawarahan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini. 

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan: 

Pertimbangan yuridis

Pertimbangan non yuridis. 
 

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, di antaranya:

Dakwaan jasa penuntut umum
Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemerikasaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan. Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. 

Syarat Formil telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diantaranya terdiri dari: a. Nama lengkap, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. b. Uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan dengan waktu dan tempat Tindak Pidana dilakukan. Sedangkan untuk syarat materil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan surat dakwaan agar: 

Disusun secara cermat didasarkan kepada ketentuan pidana terkait, tanpa adanya kekurangan / kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan / dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). 

Jelas, didasarkan pada uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur tindak pidana yang didakwakan. 

Disusun secara lengkap, berdasarkan uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, diantaranya: 

Merumuskan lebih dahulu unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang kemudian disusul dengan uraian-uraian fakta-fakta perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut. 

Dirumuskan unsur-unsur tindak pidana dan fakta-fakta perbuatan secara langsung dan bertautan satu sama lain sehingga tergambar bahwa semua unsur tindak pidana tersebut terpenuhi oleh fakta perbuatan terdakwa. 

Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP). 

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja, misalnya hanya sebagai pemakai. Namun, kalau lebih dari satu perbuatan misalnya ketika tertangkap memakai narkotika ditemukan pula senjata api dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya. 

Dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti, surat dakwaan yang tindak pidananya masing-masing dirumuskan secara saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sehubungan dengan tindak pidana. Biasanya dalam surat dakwaan ada kata “atau”. Surat dakwaan subsideritas ialah surat dakwaan yang terdiri atas atau beberapa pasal dakwaan atau berjenjang-jenjang berurutan mulai dari ancaman hukuman terberat sampai kepada tindak pidana yang paling ringan. Subsidair disini dimaksudkan sebagai susunan dakwaan pengganti (Whit the alternative of) dengan maksud dakwaan subsidair menggantikan yang primair itu tidak terbukti dipersidangan pengadilan. Jadi, jika dalam suatu dakwaan terdapat hanya 2 (dua) saja pasal yang didakwakan, maka yang pertama disebut primair dan kedua disebut subsidair.

Tuntutan pidana
Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas.
 Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum.

Keterangan saksi
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
 Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah de auditu testimonium.

Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP.
 Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.
Barang bukti
Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.
 Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.
 

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana penculikan anak, antara lain: fakta-fakta dipersidangkan, keterangan terdakwa dipersidangan, keterangan saksi dalam persidangan barang bukti didepan perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.
Hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penajara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah :

Alasan yang meringankan : 

Belum pernah dihukum atau residivis. 

Dengan maksud bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini menjadi catatan pertimbangan sendiri bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana. 

Sopan dalam persidangan. 

Saat persidangan berlangsung, semua orang yang ada di dalam ruang persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati smua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Itu semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana.

Adanya sikap terus terang dalam persidangan. 

Selama pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit, maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Karena jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.

Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya. 

Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyasali perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Alasan yang memberatkan :

Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat. 

Semua tindak pidana akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat termasuk tindak pidana pencurian ternak. Terjadinya tindak pidana pencurian ternak di suatu tempat akan menimbulkan keresahan pada masyarakat, khususnya pada masyarakat disekitar terjadinya tindak pidana tersebut. Keresahan tersebut timbul karena masyarakat khawatir akan menjadi korban tindak pidana pencurian ternak berikutnya. Keresahan yang dialami masyarakat harus dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan terdakwa. Hal tersebut dijadikan pemberatan untuk mencegah terjadinya pengulangan kejadian yang sama dan memberi rasa aman kepada masyarakat.

Terdakwa tidak sopan di dalam persidangan. 

Sesuai dengan Pasal 176 KUHP, apabila terdakwa berlaku tidak sopan di dalam persidangan maka pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Hakim juga akan dapat memperberat putusan yang akan dikeluarkan kepada terdakwa.

Terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana (mungkir). 

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 17 ayat (2) saat persidangan berlangsung, terdakwa yang

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sim, surat dakwaan yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri Simalungun telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan hukum pidana materiil sebagaimana didakwakan pada dakwaan pertama yakni perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penerapan hukum materiil yang dilakukan oleh Jaksa penuntut Umum yang dijadikan acuan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah berdasarkan penyidikan dan keterangan saksi serta pengakuan dari terdakwa, telah terbukti terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  melakukan penculikan anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan  telah memenuhi unsur Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Majelis hakim yang melakukan pemeriksaan kasus ini memutuskan untuk memilih dakwaan kedua sebagai dasar pengambilan putusan. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Majelis Hakim dalam putusan pemilihan dakwaan peertama adalah semua unsur dari Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi.

Kemudian Jaksa Penuntut Umum menuntut agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
Penerapan hukum tindak pidana  melakukan penculikan anak telah memenuhi unsur Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  dan telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Unsur-unsurnya pun telah mencocoki rumusan delik. Mengenai putusan yang dijatuhkan hakim yaitu pidana  terhadap Terdakwa pidana penjara  selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, tentu saja dalam menjatuhkan putusannya Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yaitu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan  yaitu :

Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi orang tua anak korban

Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan pada saat dipersidangan.

Keadaan yang Meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum

Penulis setuju dengan putusan hakim, sebab pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Pengaturan hukum pidana penculikan anak di Indonesia terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Pasal 330 KUHP mengatur tentang menarik anak di bawah umur dari kekuasaan orang tuanya, sementara Pasal 83 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak lebih spesifik mengatur penculikan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda
Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penculikan anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/Pid.Sus/2024/ PN Sim adalah pelaku dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan 
Pertimbangan  hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sim adalah semua unsur  Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf.
Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan  hal-hal sebagai berikut :

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak memberikan pengertian yang jelas terkait dengan tindak pidana penculikan anak, namun pada penjelasan pasal yang mengatur tentang tindak pidana penculikan tersebut dalam penjelasan pasalnya dicantumkan “cukup jelas” sehingga perlu adanya penafsiran lebih terhadap pasal tersebut. Selain itu, terdapat penggunaan beberapa frasa yang menimbulkan terjadinya ketidakjelasan unsur pasal sehingga beberapa frasa tersebut perlu dilakukan revisi.

Pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana penculikan anak harus mendapatkan perhatian dari aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus membedakan subyek pelaku tindak pidana penculikan anak yakni pelaku dewasa dan anak khususnya mengenai sanksi pidananya.  

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tindak pidana penculikan anak agar berpedoman pada kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim harus melihat unsur-unsur tindak pidana sesuai undang-undang, terutama UU Perlindungan Anak dan KUHP. Secara filosofis, hakim harus mempertimbangkan tujuan hukum pidana anak yang mengedepankan rehabilitasi, perlindungan, dan pembinaan demi tumbuh kembang optimal anak. Sementara itu, secara sosiologis, hakim wajib menelaah lingkungan sosial, psikologis, dan keluarga anak, termasuk motif kejahatan pelaku dan kondisi pelaku
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